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Abstrak 

Artikel ini mengulas secara mendalam konsep dan penerapan 

standar pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum di 

Indonesia. Dengan merujuk kepada literatur terkini dan beragam 

sumber dari berbagai penerbit dan jurnal selama delapan tahun 

terakhir, artikel ini mengupas latar belakang hukum, masalah yang 

muncul dalam praktik pembuktian, serta dampak penerapan 

standar tersebut terhadap keadilan dan legitimasi proses pemilu. 

Pembahasan disertai dengan analisis kasus yang menunjukkan 

bagaimana MK membentuk aturan tak tertulis dalam pembuktian 

serta mempertimbangkan bukti elektronik di era modern. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis putusan-

putusan MK, wawancara dengan praktisi hukum, serta 

dokumentasi proses persidangan. Studi literatur digunakan untuk 

memahami landasan teoritis standar pembuktian dan 

perkembangannya dalam konteks hukum pemilu. Analisis 

terhadap sejumlah putusan MK dilakukan untuk mengidentifikasi 

pola penerapan standar pembuktian, termasuk penerimaan 

terhadap bukti elektronik. Wawancara dengan akademisi dan 

praktisi hukum memberikan perspektif empiris atas praktik 
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pembuktian di persidangan MK, sedangkan dokumentasi dan 

observasi terhadap proses pembuktian memberikan gambaran 

praktis tentang dinamika yang terjadi di lapangan. Melalui 

pendekatan ini, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang 

komprehensif mengenai peran standar pembuktian dalam menjaga 

integritas dan legitimasi pemilu di Indonesia. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Standar Pembuktian, 

Sengketa Pemilu, Bukti Elektronik, Hukum Acara 

Latar Belakang 

Pemilihan umum adalah proses penting dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sehat dan 

berintegritas. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi memegang peranan vital 

sebagai lembaga yudikatif yang menentukan keabsahan hasil pemilu melalui putusan 

perselisihan pemilu. 1Proses penyelesaian perselisihan ini membutuhkan penguasaan hukum 

pembuktian yang tepat agar putusan yang dihasilkan berkeadilan dan dapat memelihara 

kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. 

Sejak didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah memegang peran penting dalam 

menjaga integritas pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Diberikannya kewenangan 

kepada MK untuk menangani sengketa hasil pemilu merupakan bagian dari upaya pembaruan 

sistem demokrasi pasca runtuhnya Orde Baru. Kewenangan ini tercantum secara jelas dalam 

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

menyebutkan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk... memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 

umum." 

Seiring perkembangan teknologi informasi, mekanisme pembuktian di Mahkamah Konstitusi 

mengalami tantangan baru terutama mengenai validitas bukti elektronik serta batasan waktu 

 
1 Mahfud MD, Moh. (2019). "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Demokrasi Indonesia." Jurnal Konstitusi, 16(1), 

1-15. 
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dalam pengajuan bukti.2 Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang standar pembuktian 

menjadi sangat krusial dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa hasil pemilu. 

Sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019, Mahkamah Konstitusi telah menyidangkan ratusan 

perkara sengketa hasil pemilihan umum. Melalui proses penanganan perkara-perkara tersebut, 

MK secara perlahan membentuk doktrin serta merumuskan yurisprudensi mengenai standar 

pembuktian yang menjadi rujukan bagi para pihak dalam proses persidangan. Meskipun 

demikian, perkembangan standar pembuktian tersebut belum sepenuhnya terdokumentasi 

secara sistematis dan masih memerlukan kajian lebih mendalam guna memahami konstruksi 

hukum yang mendasarinya. 

 

Identifikasi Masalah 

1. Ketidakjelasan Standar Pembuktian oleh MK - Meskipun Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa MK memiliki 

kewenangan untuk menerima dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang 

disampaikan, peraturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai batasan atau 

tingkatan standar pembuktian yang harus dipenuhi. Ketidakjelasan ini membuka ruang 

bagi beragam penafsiran dalam penerapannya di lapangan.3  

2. Kendala Pengumpulan Bukti yang Optimal -Dalam pelaksanaannya, proses 

pengumpulan bukti kerap menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu 

serta kesulitan dalam memperoleh bukti yang meyakinkan, termasuk saksi yang dapat 

dipercaya atau data faktual lainnya. Di sisi lain, kemunculan bukti elektronik turut 

menambah kompleksitas, mengingat potensi terjadinya manipulasi atau rekayasa 

terhadap data digital.4 

3. Disparitas Penerapan Standar Antar Kasus - Terdapat kesan adanya perbedaan 

penerapan standar pembuktian antara satu kasus dengan kasus lainnya yang ditangani 

 
2 Fadjar, Abdul Mukthie. (2018). "Tantangan Pembuktian di Era Digital: Perspektif Hukum Konstitusi." Jurnal Hukum & 

Pembangunan, 48(2), 282-297. 
3 Asshiddiqie, Jimly. (2020). "Perkembangan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Pengujian Undang-Undang." Jurnal 

Legislasi Indonesia, 17(1), 1-20. 
4 Harun, Refly. (2019). "Problematika Pembuktian dalam Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi." Jurnal Konstitusi, 

16(2), 333-350 
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oleh MK, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan objektivitas 

hakim dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. 

4. Keterbatasan Waktu Pemeriksaan - Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi 

mengatur bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu harus diselesaikan dalam waktu 

14 hari kerja. Batas waktu yang cukup singkat ini berdampak pada terbatasnya ruang 

untuk melakukan pemeriksaan bukti secara menyeluruh, khususnya ketika jumlah 

perkara yang diajukan sangat besar, seperti pada penyelenggaraan pemilu legislatif. 

5. Tantangan Pembuktian di Era Digital - Perkembangan media sosial dan potensi 

manipulasi data digital menjadi tantangan tersendiri dalam sistem pembuktian di 

Mahkamah Konstitusi. Verifikasi terhadap keaslian bukti digital membutuhkan 

keterampilan teknis khusus, yang tidak selalu tersedia atau terakomodasi secara optimal 

dalam proses persidangan. 

 

Kerangka Teori dan Konseptual 

Teori Pembuktian dalam Perspektif Hukum 

Pembuktian dalam konteks hukum memiliki beberapa teori yang mendasari, antara lain: 

1. Teori Pembuktian Bebas (Free Proof Theory) - Teori ini memberikan keleluasaan 

kepada hakim untuk menilai bukti tanpa terikat aturan formal. Dalam konteks MK, teori 

ini cenderung dominan mengingat sifat persidangan di MK yang lebih fleksibel 

dibandingkan peradilan umum. 

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief 

Wettelijk Bewijstheorie) - Teori ini mengkombinasikan aturan formal dengan 

keyakinan hakim. Bukti harus memenuhi syarat minimal yang ditentukan undang-

undang, namun tetap harus meyakinkan hakim. 

3. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction-in-Time) - Teori ini 

memberikan otoritas penuh kepada keyakinan hakim dalam menilai bukti tanpa perlu 

terikat pada aturan formal apapun. 
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4. Teori Pembuktian Logis-Rasional (Rational Proof Theory) menurut Jeremy 

Bentham - Teori ini menekankan bahwa pembuktian harus berdasarkan logika dan akal 

sehat, serta mengutamakan pembuktian ilmiah yang rasional dan dapat diuji. 

Menurut Jeremy Bentham, seorang filsuf dan ahli hukum utilitarian, semua bukti harus 

dinilai berdasarkan prinsip-prinsip rasionalitas dan kegunaannya dalam mengungkap 

kebenaran. Bentham menolak sistem pembuktian yang formalistis dan kaku, karena 

dapat menghalangi kebenaran yang substansial. 

Konsep Standar Pembuktian dalam Sengketa Pemilu 

Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, standar pembuktian memiliki karakteristik khusus 

yang berbeda dengan perkara perdata atau pidana, yaitu: 

1. Beyond Reasonable Doubt (BRD) - Standar ini mensyaratkan pembuktian "di luar 

keraguan yang wajar" dan biasanya diterapkan dalam perkara pidana. Beberapa ahli 

hukum tata negara berpendapat standar ini terlalu tinggi untuk sengketa pemilu. 

2. Clear and Convincing Evidence (CCE) - Standar ini berada di tengah-tengah antara 

BRD dan preponderance of evidence, mensyaratkan bukti yang "jelas dan 

meyakinkan". Standar ini sering digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan 

kepentingan publik yang signifikan. 

3. Preponderance of Evidence (PoE) - Standar ini mensyaratkan bukti yang "lebih kuat" 

atau "lebih mungkin benar daripada tidak" dan umumnya diterapkan dalam perkara 

perdata. Beberapa yurisdiksi menerapkan standar ini dalam sengketa pemilu. 

Pembahasan 

1. Landasan Hukum Standar Pembuktian di Indonesia 

Dalam sistem peradilan Indonesia, standar pembuktian umumnya diatur melalui 

KUHAP dan doktrin hukum acara. Namun, untuk perselisihan hasil pemilu yang 

ditangani oleh MK, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan ruang lebih 

luas terhadap kebebasan MK dalam menilai dan menentukan standar pembuktian secara 

independen. 5Ketentuan yang berlaku memberikan kewenangan kepada Mahkamah 

 
5 Latif, Abdul. (2021). "Kebebasan Hakim Konstitusi dalam Menilai Alat Bukti: Studi Kasus Perselisihan Hasil Pemilu 

2019." Jurnal Yudisial, 14(1), 45-63. 
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Konstitusi (MK) untuk menilai dan mempertimbangkan bukti secara substansial, 

dengan memperhatikan konteks dan karakteristik masing-masing perkara.  

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

menyebutkan bahwa MK memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mempertimbangkan alat bukti serta keyakinan 

hakim. Formulasi ini mencerminkan bahwa MK menggunakan pendekatan gabungan 

antara penilaian terhadap bukti secara formal dan pertimbangan keyakinan internal 

hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Selain itu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwa terdapat 

lima jenis alat bukti yang dapat diajukan dalam proses persidangan di MK, yaitu: 

1. Surat atau tulisan; 

2. Keterangan saksi; 

3. Keterangan ahli; 

4. Keterangan para pihak; 

5. Petunjuk; dan 

6. Alat bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik. 

Daftar ini menunjukkan bahwa MK telah mengakomodasi bukti elektronik sebagai alat 

bukti yang sah, yang mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dalam 

proses pemilu modern. 

2. Peran dan Penerimaan Bukti Elektronik 

Seiring dengan kemajuan teknologi, bukti elektronik kini menjadi bagian tak 

terpisahkan dalam pembuktian perselisihan pemilu. MK telah membuka peluang 

menerima jenis bukti ini, meskipun tetap dengan kewaspadaan tinggi terhadap 

validitasnya. 6Dalam beberapa putusan, MK mengedepankan prinsip kehati-hatian 

 
6 Isra, Saldi & Khairul Fahmi. (2019). "Pembuktian Elektronik dalam Sengketa Pemilu: Analisis Putusan MK Tahun 2019." 

Media Hukum, 26(2), 146-160. 



ISSN 3031-0369 

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 

Vol 15 No 9 Tahun 2025 

Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461 

 

CAUSA 

 

 

 
 

7 
 

dengan melakukan verifikasi silang terhadap bukti elektronik dan dokumen fisik untuk 

menghindari penyalahgunaan. 

2.1 Kategorisasi Bukti Elektronik dalam Sengketa Pemilu 

Bukti elektronik yang umumnya diajukan dalam sengketa pemilu dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

1. Dokumen Elektronik Resmi - Termasuk hasil scan formulir C1, daftar pemilih 

elektronik, dan dokumen penghitungan suara digital yang dikeluarkan oleh 

KPU. 

2. Rekaman Audio dan Video - Rekaman pelanggaran prosedural, intimidasi, 

atau kecurangan lain dalam proses pemungutan atau penghitungan suara. 

3. Konten Media Sosial - Postingan, tweet, atau konten lain yang berisi ajakan 

untuk melakukan kecurangan atau bukti aktivitas yang melanggar aturan 

kampanye. 

4. Data Digital dari Sistem Informasi Pemilu - Data yang diekstrak dari Sistem 

Informasi Rekapitulasi atau sistem informasi pemilu lainnya. 

2.2 Problematika Otentifikasi Bukti Elektronik 

Walaupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah 

menjadi dasar hukum penggunaan bukti elektronik, tantangan terbesar tetap pada 

memastikan keaslian dan keutuhan bukti tersebut. Dalam beberapa perkara, Mahkamah 

Konstitusi menetapkan kriteria tertentu dalam menilai validitas bukti elektronik. 

1. Koherensi dengan Bukti Lain - Bukti elektronik harus didukung oleh bukti-

bukti lain yang saling menguatkan. 

2. Rantai Kustodi (Chain of Custody) - Harus ada kejelasan mengenai siapa 

yang menghasilkan, menyimpan, dan mentransfer bukti elektronik tersebut. 

3. Verifikasi Teknis - Dalam beberapa kasus, MK meminta ahli forensik digital 

untuk memverifikasi keaslian bukti elektronik. 

4. Kontekstualisasi - Bukti elektronik harus ditempatkan dalam konteks yang 

jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. 
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3. Analisis Kasus Perselisihan Pemilu Legislatif Tahun 2019 

Pada perkara perselisihan hasil pemilu legislatif 2019, MK memperlihatkan garis besar 

penerapan standar pembuktian melalui berbagai putusan yang menilai bukti saksi, 

dokumen resmi, serta bukti elektronik.7 Proses ini menekankan pada prinsip 

proporsionalitas di mana bukti harus cukup kuat untuk menggugurkan hasil 

penghitungan suara resmi, sehingga menjaga keseimbangan antara hak konstitusional 

peserta pemilu dengan kepentingan umum. 

3.1 Studi Kasus: Putusan MK Nomor 01-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 

Kasus ini memperlihatkan penerapan standar pembuktian yang ketat oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam mengevaluasi klaim pemohon terkait dugaan kekeliruan dalam proses 

penghitungan suara.  

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa standar pembuktian yang digunakan 

mendekati prinsip clear and convincing evidence, yang mengharuskan bukti yang 

diajukan bersifat autentik, valid, dan secara eksplisit menunjukkan adanya kesalahan 

dalam hasil penghitungan suara. 

3.2 Studi Kasus: Putusan MK Nomor 05-30/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 

Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada pengajuan bukti elektronik 

oleh pemohon, berupa rekaman video yang menunjukkan dugaan pelanggaran prosedur 

dalam pelaksanaan pemungutan suara.  

Putusan ini mencerminkan bahwa MK mensyaratkan agar bukti elektronik didukung 

oleh elemen pendukung lainnya, khususnya keterangan saksi yang relevan, guna 

memperkuat nilai pembuktiannya dalam persidangan. 

4. Evolusi Doktrin Pembuktian MK dalam Sengketa Pemilu 

Sejak pertama kali menangani sengketa pemilu pada tahun 2004, MK telah 

mengembangkan beberapa doktrin penting terkait pembuktian: 

 

 
7 Zoelva, Hamdan. (2018). "Analisis Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil 

Pemilihan Umum." Jurnal Konstitusi, 15(1), 83-104. 
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4.1 Doktrin Pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) 

Doktrin ini pertama kali diterapkan pada Pemilu 2009 dan sejak itu menjadi tolok ukur 

penting dalam menilai tingkat keseriusan suatu pelanggaran dalam konteks pemilu. 

Untuk membuktikan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan 

masif (TSM), pemohon diwajibkan menunjukkan bahwa: 

● Pelanggaran melibatkan aparat yang memiliki posisi dalam struktur kekuasaan; 

 

● Pelanggaran dilakukan secara sistematis, menunjukkan adanya pola dan 

perencanaan yang terorganisir; 

● Pelanggaran terjadi secara luas dan berpengaruh besar terhadap hasil akhir 

pemilu. 

4.2 Doktrin Electoral Threshold 

Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa selisih suara antara pemohon dan pemenang 

mempengaruhi tingkat standar pembuktian. Semakin kecil selisihnya, semakin ringan 

beban pembuktian; semakin besar selisih, semakin kuat bukti yang diperlukan. 

4.3 Doktrin Ultimate Burden of Proof 

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemohon memikul beban utama untuk 

membuktikan kesalahan penghitungan atau pelanggaran yang berdampak pada hasil 

pemilu, sesuai dengan prinsip actori incumbit onus probandi—siapa yang mengklaim 

harus dapat membuktikan. 

5. Implikasi Terhadap Keadilan dan Legitimasi Pemilu 

Standar pembuktian yang ketat dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan publik 

terhadap putusan MK, sekaligus menjaga kestabilan politik. Sebaliknya, ketidakpastian 

dalam standar dan inkonsistensi penerapan berpotensi melemahkan posisi MK dan 

memicu ketidakpuasan publik.8 Oleh karena itu, perlu adanya pedoman yang sistematis 

dan transparan agar proses pembuktian menjadi lebih efektif dan mencerminkan prinsip 

keadilan. 

 
8 Sadiawati, Diani & Taufik Rinaldi. (2020). "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kepercayaan Publik pada 

Sistem Pemilu Indonesia." Jurnal Politik Indonesia, 5(2), 221-240 
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5.1 Dampak terhadap Kepercayaan Publik 

Penerapan standar pembuktian yang tegas dan konsisten berpengaruh langsung pada 

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan Mahkamah Konstitusi. 

Survei dari lembaga independen mengungkapkan bahwa transparansi dalam proses 

pembuktian menjadi faktor utama yang membentuk pandangan publik terhadap 

legitimasi hasil pemilu. 

5.2 Implikasi terhadap Strategi Litigas 

Standar pembuktian yang jelas dari MK sangat mempengaruhi strategi litigasi para 

pihak. Ketidakpastian standar seringkali menyebabkan penggunaan sumber daya yang 

kurang efektif, karena pihak-pihak cenderung mengajukan banyak bukti tanpa 

mempertimbangkan kualitas dan relevansinya. 

5.3 Pengaruh pada Reformasi Sistem Pemilu 

Putusan-putusan MK dalam sengketa pemilu berperan sebagai pemicu reformasi sistem 

pemilu, terutama dalam hal: 

● peningkatan dokumentasi proses pemungutan dan penghitungan suara; 

● pengembangan sistem informasi pemilu yang lebih terbuka; 

● serta peningkatan kemampuan pengawas pemilu dalam mengumpulkan bukti 

pelanggaran. 

6. Kelemahan dari standar pembuktian yang digunakan oleh MK 

Ada beberapa hal kelemahan dari standar pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah 

Konstitusi Indonesia. 

6.1 Rendahnya Kepastian Hukum akibat Standar yang Terlalu Luwes 

Standar pembuktian yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi cenderung longgar 

karena memberikan ruang besar bagi hakim untuk menilai bukti berdasarkan keyakinan 

pribadi. Meskipun hal ini memungkinkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap 

setiap perkara, di sisi lain hal ini juga dapat mengurangi kepastian hukum. Ketiadaan 

ukuran baku mengenai apa yang dianggap “cukup meyakinkan” dapat menyebabkan 

perbedaan penilaian yang tajam antara satu putusan dengan putusan lainnya. 
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6.2 Kurangnya Pedoman Teknis dalam Menilai Bukti Elektronik  

Bukti elektronik kini diterima dalam proses persidangan di MK, seperti rekaman 

digital, tangkapan layar media sosial, maupun data dari sistem rekapitulasi suara. 

Namun, belum terdapat prosedur teknis yang rinci dan terstandarisasi untuk menilai 

validitas serta keaslian bukti elektronik tersebut. Hal ini membuka potensi keraguan 

terhadap keabsahan bukti digital dan membuka celah untuk manipulasi data. 

6.3 Keterbatasan Verifikasi terhadap Bukti Digital 

Meskipun Mahkamah Konstitusi bersikap hati-hati dalam menerima bukti elektronik, 

proses verifikasi masih sangat bergantung pada pembanding fisik atau pernyataan 

pihak-pihak yang berkepentingan. Belum ada sistem independen yang memadai untuk 

mengautentikasi data digital secara forensik. Ini menimbulkan risiko bahwa bukti 

digital yang diajukan bisa saja tidak terjamin keasliannya, terutama dalam sengketa 

pemilu yang sangat sensitif. 

6.4 Ketergantungan pada Narasi, Bukan Fakta Kuantitatif 

Dalam banyak perkara perselisihan hasil pemilu, pemohon seringkali menghadirkan 

narasi kecurangan secara umum tanpa disertai data kuantitatif yang solid. Karena MK 

tidak terikat pada pembuktian yang sangat formal, hakim bisa saja menerima atau 

menolak bukti berdasarkan penilaian naratif semata. Kondisi ini berpotensi 

melemahkan prinsip keadilan yang berbasis pada data dan fakta konkret. 

7. Rekomendasi Perbaikan Sistem Pembuktian dalam Sengketa Pemilu 

Berdasarkan analisis terhadap praktik yang ada dan perbandingan internasional, 

beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperbaiki sistem pembuktian dalam 

sengketa pemilu di Indonesia: 

7.1 Kodifikasi Standar Pembuktian 

Mahkamah Konstitusi perlu dirumuskan secara resmi standar pembuktian yang selama 

ini berkembang lewat yurisprudensi ke dalam Peraturan MK, guna memberikan 

kepastian hukum bagi semua pihak terkait. 
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7.2 Pengembangan Kapasitas Teknologi Forensik 

Seiring meningkatnya peran bukti elektronik, MK perlu memperkuat kemampuan 

internal di bidang forensik digital atau menjalin kerja sama dengan lembaga yang 

memiliki keahlian tersebut. 

7.3 Pengaturan Khusus tentang Bukti Elektronik 

Diperlukan regulasi khusus terkait prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan 

penyajian bukti elektronik dalam sengketa pemilu agar keaslian dan integritas bukti 

dapat terjamin. 

7.4 Peningkatan Transparansi Proses Pembuktian 

Perlu ada harmonisasi antara standar bukti yang diterapkan Bawaslu dalam proses 

pengawasan dengan standar yang diterapkan MK dalam proses adjudikasi untuk 

menciptakan sistem yang terintegrasi. 

7.5 Peningkatan Transparansi Proses Pembuktian 

Mahkamah Konstitusi harus memperbaiki transparansi dalam proses pembuktian 

dengan menyampaikan secara terbuka alasan-alasan lengkap terkait penilaian bukti 

dalam setiap putusannya. 

Kesimpulan 

Standar pembuktian merupakan pondasi utama dalam menangani perselisihan hasil pemilu di 

Mahkamah Konstitusi. Meskipun Undang-Undang memberikan fleksibilitas kepada MK dalam 

menerapkannya, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk merumuskan standar yang jelas 

dan terukur, terutama dalam hal penggunaan bukti elektronik. Dengan penegakan standar 

pembuktian yang lebih transparan dan konsisten, MK dapat memperkuat legitimasi putusan 

serta menjaga hak-hak peserta pemilu secara adil dan demokratis. 

Kemajuan teknologi serta kompleksitas pemilu masa kini menuntut adanya pembaruan 

berkelanjutan dalam standar pembuktian. Mahkamah Konstitusi harus mengembangkan 

pendekatan yang lebih terstruktur dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum dalam 

mengevaluasi bukti, sekaligus menjaga fleksibilitas guna mengakomodasi karakteristik unik 

setiap perkara. Dengan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan 
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substantif, sistem pembuktian dalam sengketa pemilu dapat berperan sebagai fondasi penting 

dalam memperkuat konsolidasi demokrasi di Indonesia. 

Artikel ini menunjukkan bahwa standar pembuktian tidak hanya merupakan persoalan teknis 

yuridis, tetapi juga memiliki dimensi politik dan sosiologis yang luas. Praktik pembuktian di 

MK mencerminkan bagaimana lembaga peradilan berupaya menyeimbangkan kepentingan 

kepastian hasil pemilu dengan tuntutan keadilan elektoral. Dengan terus menyempurnakan 

standar pembuktian, Indonesia dapat memperkuat fondasi sistem pemilu yang berintegritas 

sebagai prasyarat demokrasi yang berkelanjutan.
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